PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN YANG MENGGUNAKAN PEWARNA TEKSTIL 







1. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta 
dalam rangka melindungi hak konsumen dalam mengkonsumsi makanan 
yang menggunakan perwarna tekstil adalah dengan melakukan pengawasan 
pada sarana produksi dan juga melakukan pengawasan pada sarana 
distribusi makanan. Tetapi dalam kenyataannya Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan  (BBPOM)  Yogyakarta belum melakukan pengawasan secara 
menyeluruh kepada para pelaku usaha makanan, terutama pengawasan 
terhadap sarana produksi yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam 
pembuatan makanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ditemukannya 
pelaku usaha yang menggunakan pewarna tekstil pada makanan yang 
diproduksi. 
2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas penggunaan pewarna tekstil  
pada makanan yang ia produksi dapat berupa, permintaan maaf, ganti rugi 
baik berupa pengembalian uang / penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya/ perawatan kesehatan dan/atau  pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam hal konsumen menderita sakit berat karena telah 
mengkonsumsi makanan yang dibeli dari pelaku usaha, maka konsumen 
hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian, yaitu ganti 





berupa perawatan kesehatan. Padahal konsumen telah menderita kerugian 
yang bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang 
ditimbulkan dari biaya perawatan. Dengan demikian pertanggungjawaban 
yang diberikan oleh pelaku usaha sebagaimana di tentukan dalam Pasal 19 




a. Konsumen harus lebih berhati-hati atau teliti dalam membeli makanan. 
Konsumen harus bisa membedakan makanan yang sehat dan aman 
untuk dikonsumsi dengan makanan yang telah menggunakan pewarna 
tekstil. 
b. Konsumen juga harus sadar akan hak-haknya serta lebih kritis terhadap 
kasus-kasus yang berkaitan dengan pewarna makanan yang 
membahayakan. 
2. Pelaku Usaha 
a. Pelaku usaha harus menyadari bahwa menjual makanan yang 
menggunakan pewarna tekstil merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
hukum, karena dapat membahayakan kesehatan konsumen yang 
memakannya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 
b. Meskipun tujuan utama pelaku usaha adalah untuk mencari keuntungan 
(provit) namun bukan berarti dalam menjual dagangannya pelaku usaha 





menggunakan bahan tambahan pangan seperti pewarna tekstil yang dapat 
membahayakan konsumen. 
3. Pemerintah 
a. Pemerintah harus lebih tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang 
berkaitan dengan penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya, 
salah satunya adalah penggunaan pewarna tekstil pada makanan. 
b. Pemerintah harus lebih memperhatikan lembaga-lembaga berkaitan 
dengan perlindungan konsumen baik yang termasuk ke dalam lembaga 
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